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IDA ELOPERE
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ABSTRAK

IDA ELOPERE, NIM. 2014-11-031, ....ccccovivieinnnn. “Analisis
Manajemen Pemerintahan Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.” Dengan
Dosen (Pembimbing I: H. Muhammad Ali dan Pembimbing II: lbu
Hasriani Muslim)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
Analisis Manajemen Pemerintahan Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.
Penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel yaitu analisis manajeman
pemerintahan dengan indikatornya adalah Planing, Organizing, Staffing,
Directing dan Conroling. Dalam penarikan sampel sebanyak 13 orang
responden.

Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kuantitatif
berdasarkan kondisi lapangan dan teori terkait. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka vyaitu suatu teknik
pengumpulan data melalui kepustakaan, baik berupa buku literatur, diktat-
diktat, bahan kuliah, peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya
yang membuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam
pembatasan ini. Penelitian lapangan, teknik memperoleh data secara lansung
terhadap objek yang diteliti dengan menempuh cara-cara: 1) Kepustakaan, 2)
Observasi, 3) Kuesioner /Angket.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada
pemerintah Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya. Adalah indikator Planing
dengan skor 50 dengan predikat Baik, indikator Organizing dengan skor
48,66 dengan predikat Baik, indikator Staffingndengan skor 47,33 dengan
predikat baik, indikator Directing dengan skor 48,33 dengan predikat Baik,
dan indikator Controling dengan skor 49,66 dengan predikat Baik. Dari data
tersebut didapat disimpulkan rata-rata persentase variabel Analisis
Manajemen Pemerintahan Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya di atas
mendapatkan nilai skor 48,797 dengan Predikat Baik.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Manusia menyadari bahwa sebagian besar tujuan-
tujuan dalam hidupnya akan sulit dicapai bila diupayakan sendiri.
Kesadaran ini mendorong manusia untuk menyatukan upaya-upaya
pencapaian tujuan secara individual ke dalam sebuah organisasi.
Pendirian suatu organisasi dilandasi oleh keyakinan bahwa organisasi
mempunyai kemampuan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat

dicapai oleh individu .

Suatu organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya
dua orang berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian
sasaran. Jadi yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu wadah yang
memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak
dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Sumber daya manusia
sebagai asset ataupun mitra kerja organisasi mempunyai peran yang
berarti dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan manajemen
sumber daya manusia pada organisasi perlu dilakukan untuk menciptakan
sumber daya manusia yang memiliki wawasan yang luas, sehingga
mempunyai kualitas sebagai mitra kerja organisasi guna mencapai tujuan

organisasi.

Sebagaimana dalam UUD Tahun 1945 mengatakan Pemeritah
Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
Dunian yang berdasarkan kemerdekaan perdamaaiyan abadi dan

keadilan social. Dengan demikian system Pemerintah Nasional harus
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mampu menjamin pemerataan manajemen Pemerintah dalam penigkatan
mutu serta relevansi dan evesiensi Manajemen Pemerintahan di seluruh
tanah air.

Manajemen pemerintah yang efektif menggunakan beberapa
pendekatan yang berorentasi kepada tujuan Pemerintah nasional dengan
demikian Pemerintah nasional akan mampu mewujudkan manusia-
manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta memiliki tanggung
jawab dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan Negara.

Untuk itu Kepala distrik dituntut harus mampu melakukan
perencanaan Yyang berkesinambungan agar dalam pelaksanaan
manajemen dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah di tentukan
sebelamnya.

Penerapan manajemen pemerintahan di Distrik Napua Kabupaten
Jayawijaya dapat mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di
di pemerintah Distrik. Disini diperlukan petunjuk manajemen berbasis
Pemerintahan yang memuat penjelasan mengnai cara mengelolah
manajemen terhadap komponen — komponen di distrik untuk sama tingkat
jenis dan jenjang Pemerintah.

Pelaksanaan manajemen di Kantor Distrik Napua Kabupaten
Jayawijya yang dimana pelaksanaan perlu di maksimalkan untuk
memenuhi sasaran yang diharapkan dan diperlukan pengawasan dari
Kepalah distrik yang lebih intens dan berkesinambungan sehingga dalam
pelaksannaan manajemen lebih efektif dan efisien kedepannya.

Di lembaga Pemerintah Distrik Napua Kabupaten Jayaawijaya
khususnya diperlukan tenaga manajemen sesuai yang di harapkan. Kepala
Distrik sebagai pelaksana penerapan manajemen dilingkungan yang
dipimpinnya, dalam melaksanakan tugas kepala distrik dibantu staf dan
pegawai dengan cara membagi tugas kerja yang terstruktur agar dalam
pelaksanaan manajemen pemerintahan sesuai tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya serta diperlukan pedoman dan aturan Distri
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Napua Kabupaten Jayawijaya khsusnya dalam meningkatkan sistem
manajemen pemerintahan di Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti: Analisis

Manajemen Pemerintahan Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.

B. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
batasan masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada Variabel
Analisis Manajemen Pemerintahan Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya
dengan indikator yang di nilai Planing, Organizing, Staffing, Directing dan

Controling .

C.Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah
diuraikan di atas ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut: “Bagaimanakah Manajemen Pemerintahan Distrik Napua

Kabupaten Jayawijaya.

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah
di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana Analisis Manajemen Pemerintahan Distrik Napua

Kabupaten Jayawijaya

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya
tujuan yang ingin didapat (Sugiyono, 2008:326), dengan demikian
dicapainya tujuan yang diharapakan di atas, maka diharapkan dapat

berguna untuk:
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a. Kegunaan Teoritis,
Kegunaan teoritis yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi
sumbangan pemikiran positif dalam pengembangan ilmu
pengetahuan sebagai bahan acuan untuk para peneliti selanjutnya

yang akan meneliti permasalahan yang sejenis.

b. Kegunaan Praktis,

Kegunaan praktisi adalah sebagai sumbangan pikiran bagi
Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, khususnya pada Kantor Napua
dalam memecahkan dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan
yang ada kaitannya dengan Manajemen Pemerintahan Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya.



BAB |1

LANDASAN TEORI

A.Kajian Teori
1. Pengertian Manajemen
Manajemen secara umum adalah ilmu dan seni perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para
anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Manajemen memilki
kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan

mengembangkan.

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakan segala
sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efesien.
Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas
yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen,
dan manajemen sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan,
peranan antar pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan
sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang
diinginkan.

Sebagai alat pencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal
diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang
dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu
merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang
ditentukan terlebih dahulu. menurut Salih bahwa manajemen adalah
sebagai kemampuan atau katerampilan untuk memperoleh suatu hasil
dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. (Salih, 2009:
9).
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Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa manajemen itu merupakan
suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur
orang lain, diarahkan atau dikelompokan kepada sasaran yang telah
ditentukan terlebih dahulu, baik berupa sumber daya manusia atau sumber
daya lainnya melalui tindakan-tindakan berantai dari mulai perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian
diharapkan tujuan itu dapat dicapai dengan cepat, tepat serta sesuai dengan
rencana. pengertian manajemen menurut, Melayu S.P. Hasibuan adalah :
Management is a distinet process consisting of planing, organizing,
actuating, and controling performed to determine and accomplish stated
objectives by the use of human being ang other resources.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengendalian yang dilakukan untuk untuk menentukan serta mencapai
sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lainnya. (Hasibuan, 2008:3).

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang
sistematis, terkoordinasi dan koperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan lebih dahulu.

G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management yang dikutif
oleh Dharma Setyawan Salam bahwa : Management is a distinct process
consisting of planing, organizing, actuating, and controling, utilizing in
each both science and art, and followed on order to accomplish
predetermined objectives.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan
pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Salam, 2009: 11).
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat di katakan bahwa manajemen
dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan,
atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui
pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran
dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam
pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas
sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen
dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan
adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan
tersebut dapat diidentifikasi.

Manajemen dapat di katakan sebagai seni. Manajemen merupakan
seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang
lain. Seni manajemen merupakan kemampuan untuk melihat totalitas di
bagian-bagian yang terpisah dari satu kesatuan dari gambaran tentang visi
tersebut. Menurut Manulang (2009:76) manajemen adalah seni dan ilmu
pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan
terhadap sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah di
tetapkan.

Para ilmuwan yang memperdalam ilmu pemerintahan dan
administrasi negara sering dihadapkan pada berbagai pertanyaan dan
keraguan teori organisasi dan manajemen yang diajarkan pada kedua
jurusan tersebut sebagai mata kuliah pokok jurusan. Keraguan-raguan ini
disebabkan oleh adanya kritik bahwa teori organisasi dan manajemen yang
selama ini diajarkan, yang lebih banyak mengacu pada organisasi swasta
dan manajemen ilmiah dianggap kurang tepat untuk menjelaskan
persoalan pemerintahan dan administrasi negara yang lebih banyak publik.
Dewasa ini muncul saran dari pakar kedua bidang ilmu tersebut untuk

meninggalkan teori manajemen ilmiah yang normatif tersebut. Alasannya



20

adalah bahwa teori manajemen ilmiah (POSDCORB) kurang relevan
dengan konteks pemerintahan dan administrasi negara, dan bahwa ada
kelemahan yang terkandung dalam prinsip-prinsip tersebut. Appleby, dan
Waldo, misalnya tidak melihat bahwa doktrin manajemen ilmiah tersebut
sebagai doktrin terbaik. Mereka melihatnya sebagai salah satu cara saja
dari cara-cara yang ada. Begitu pula Simon, yang melihat bahwa ketidak-
konsistenan yang terdapat dalam prinsip-prinsip manajemen ilmiah,
misalnya antara prinsip span of management dengan prinsip

communication.

Kritik yang demikian menuntut disusunnya teori organisasi dan
manajemen baru yang dikenal dengan teori organisasi dan manajemen
publik (OMP), yang diharapkan lebih relevan dan lebih tepat apabila
diterapkan dalam pemerintahan dan administrasi negara. Tulisan singkat
ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan tentang teori tersebut.
perbedaannya dengan teori organisasi dan manajemen swasta (OMS),
pendekatan-pendekatan yang dimilikinya, serta beberapa karakteristik
OMP modern. Pembahasan ini dianggap penting mengingat bahwa OMP
mulai dipopulerkan untuk diajarkan baik di jurusan ilmu pemerintahan
maupun administrasi negara dalam rangka memberikan bekal yang lebih
relevan bagi para calon administrator publik, manajer publik, ahli analis

kebijakan maupun para calon akademisi kedua disiplin keilmuan tersebut.

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan
yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan
dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan
dapat tercapai secara tertib, efektif dan efesien. Menurut G.R. Terry

yang dikutif oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya Manajemen
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Pemerintahan Indonesia, bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat

dengan akronim (POAC) yaitu :

|

. Planning (perencanaan).

N

. Organizing (pengorganisasian).

w

. Actuating (Penggerakan).
4. Controlling (Pengawasan).
(Salam, 2008:14)

Berdasarkan pendapat diatas, fungsi manajemen tersebut dapat
dijadikan sebagai tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan
dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. menurut, Dharma Setyawan
Salam sebagai berikut :

Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari
berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia dalam rangka mencapai
tujuan organisasi. (Salam, 2008:14).

Hal ini sejalan dengan pendapatnya Melayu S.P. Hasibuan
bahwa :

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat
serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Hasibuan,
2009:95).

Berdasarkan penjelasan diatas, perencanaan adalah usaha untuk
melakukan tindakan/pekerjaan dalam rangka mencapai hasil yang
diinginkan pada masa akan datang.

Jenis-jenis rencana itu ialah:

1. Kebijakan adalah pernyataan atau pengertian umum yang
memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan.
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2. Anggaran adalah suatu ihtiar dari hasil yang diharapkan dan
pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut
dinyatakan dalam kesatuan uang.

3. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan
waktu dan rangkaian yang harus dilaksanakan (Salam,
2008:15).

Bertolak ukur dari pendapat diatas, bahwa fungsi perencanaan ini
mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang
telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah
kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh
anggota organisasi secara proposional dalam mencapai sasaran yang
telah ditetapkan.

Ada beberapa keuntungan dalam perencanaan yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan tujuan jelas, obyektif dan rasional.
2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan
ekonomis.
3. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan semua fasilitas
yang dimiliki.
Perencanaan menyebakan semua aktivitas teratur dan bermanfaat.
Perencanaan dapat memperkecil resiko.
Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian.

Perencanaan merangsang prestasi kerja.

© N o 0 bk

Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan
dengan jelas dan lengkap (Hasibuan, 2008:111).

Keuntungan dalam perencanaan mempunyai tujuan yang jelas
dan terarah dalam merumuskan sesuatu pekerjaaan yang akan
dilaksanakan sehingga hasil yang di inginkan sesuai dengan tujuan yang
di rencanakan.

Ada beberapa syarat perencanaan yang baik adalah :

1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.
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2. Perencanaan harus didasarkan pada informasih, data dan fakta.

3. Menetapkan beberapa alternatif.

4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana (Hasibuan,
2008: 112).

Perencanaan yang dilaksanakan dengan baik, maka akan
dihasilkan suatu rencana yang baik dengan memperhatikan syarat-syarat
perencanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama.

Fungsi pengorganisasian/fungsi pembagian kerja berkaitan erat
dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus
direncanakan. Pengertian Pengorganisasian dan organisasi berbeda.
Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses
yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang
menggambarkan pola-pola, skema, bagan dan menunjukan garis-garis
perintah serta hubungan-hubungan yang ada. Organisasi hanya
merupakan alat, dan wadah tempat seorang pemimpin melakukan
kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan
Pengorganisasian dengan organisasi adalah hasil dari pengorganisasian
yaitu apabila organisasi baik, maka organisasi pun akan baik dan tujuan
pun relatif mudah dicapai.

Organisasi ini terdiri dari dua bagian dasar yaitu :

1. Bagian-bagian/departemen/devisi.

2. Hubungan-hubungan, yakni hubungan antar manusia, antar
departemen yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas
(Hasibuan, 2008: 121).

Penetapan hubungan-hubungan ini merupakan salah satu
sayarat tercapainya kerja sama (Team work) antara pegawai.
Pengorganisasian menurut para ahli sebagai berikut :

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan

pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk
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mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini,

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang

secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan

memerlukan aktifitas tersebut. (Hasibuan, 2008:123).

Berdasarkan pendapat diatas, pengorganisasian adalah kelompok
orang yang bekerja sama, dengan adanya penetapan dan pengelompokan
pekerjaan, serta adanya pendelegasian wewenang.

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan
penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-
kegiatan dari penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan
penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap
orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang
diharapkan. (Salam, 2008:19).

Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi pengorganisasian ini
meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur
tugas dan wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan
yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti pendelegasian
wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan informasi vertikal
dan horizontal, dalam suatu koordinasi yang efektif dan efesien.

Ada beberapa tahap dalam proses pengorganisasian yaitu:

1. Penentuan kegiatan adalah seorang pimpinan harus mengetahui dan
merumuskan kegiatan yang diperlukan serta menyusun daftar
kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Pengelompokan kegiatan harus mengelompokan kegiatan atas
dasar tujuan yang sama, hal ini berdasarkan atas dasar proses atau
peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan.

3. Pendelegasian wewenang adalah seorang pemimpin harus
menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada
bawahan (Salam, 2008:19).
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Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian, tibalah
saatnya untuk melaksanakan perencanaan dan pengorganisasiaan itu
dengan menggerakan seluruh sumberdaya yang telah direncanakan dan
diorganisir untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tercapainya tujuan
bukannya hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian
yang baik melainkan juga tergantung kepada penggerakan dan
pengawasan. penggerakan menurut Melayu S.P. Hasibuan yaitu:

Actuating is setting all members of the group towant to achieve the
objektive willingly and keeping with managerial planning and
organizing efforts.

Penggerakan adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja
sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan
sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. (Hasibuan,
2009:176).

Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin
untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah
diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan agar mau bekerja
sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan
pengorganisasiaan. Menurut Dharma Setyawan Salam yaitu :

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota
kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk
mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan
usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. (Salam,
2008:20).

Berdasarka pendapat diatas, maka fungsi penggerakan dapat
diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota
organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan

demikian penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin
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untuk membimbing, mengarahkan dan mengatur segala kegiatan yang

telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.

Ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan

penggerakan yaitu:

1

Motivasi adalah suatu keahlian seorang pemimpin dalam
mengarahkan bawahannya agar tercapainya organisasi.
Kepemimpinan adalah merupakan proses untuk mempengaruhi
orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang
di inginkan.

Sikap dan moral seorang pimpinan dalam membina kerja sama,
harus mampu memahami perilaku bawahannya.

Komunikasi adalah informasi, pesan yang dikomunikasikan
dapat dimengerti dan ditafsirkan sama oleh orang lain (Salam,
2008:21).

Tahap terakhir adalah pengawasan sebagai salah satu fungsi

manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya.

Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan

perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak

disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan ini

berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini

merupakan hal yang saling mengisi karena :

1.
2.

Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.
Pengawasan hanya  dapat  dilakukan,  jika  ada
perencanaan/rencana.

Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara

baik.
Tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah

pengawasan dan pengukuran dilakukan (Hasibuan, 2009: 222).
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengawasan sangat
menentukan baik/burukny pelaksanaan suatu rencana. menurut Melayu
S.P. Hasibuan adalah :

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang
harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu
pelaksanaan. menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan
perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana
yaitu selaras dengan standar. (Hasibuan, 2010:223).

Berdasarkan pendapat diatas, pengawasan adalah supaya proses
pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang rencana dan
melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-
penyimpangan supaya tujuan yang di hasilkan sesuai Yyang
direncanakan. hal ini sejalan dengan pendapatnya Dharma Setyawan
Salam yaitu :

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu
standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai
pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan
sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan
panduan. (Salam, 2008:21).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa
pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan
membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk
baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efesien. Pengawasan
meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. jika
terdapat tindakan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan
maka diperlukan tindakan korektif/perbaikan sesuai dengan langkah,
prosedur, dan ukurannya yang telah ditetapkan. Dengan demikian

melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan,
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penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan di masa
yang akan datang.

Beberapa proses pengawasan melalui tahap-tahap sebagai
berikut:

1. Menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati
bersama.

2. Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan.

3. Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar
penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat
dicegah serta diperbaiki (Salam, 2008:21).

Dengan adanya pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua
unsur manajemen efektif dan efesien. Efektivitas artinya berhasil guna.
sedangkan efesien artinya berdaya guna. Menurut, H. Emerson
memberikan definisi sebagai berikut :

1. Effectiveness is measuring in term of attaining precibed goal or
objektives.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. The ratio of input to output, benefit to cost performance to the use
of resources, as that which maximizes result which limited
resources, in orther words, it was the relation between what is
accomplished and what migh be accompliched.

Efesien adalah perbandingan yang terbaik antara masukan
(input) dan hasil (output), antar keuntungan dengan biaya antara
hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan,
seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan

sumber yang terbatas. dengan kata lain hubungan antara apa yang
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telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan (Merson,

2012:223).

Efektifitas suatu pengukuran untuk tercapainya tujuan yang telah
direncanakan sebelumnya. Sedangkan efesiensi perbandingan yang
terbaik antar input dan output, dengan kata lain hubungan apa yang

harus telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.

3. Pengertian Pemerintahan

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu
kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan
pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat baik
individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah,
lembaga pemerintah dengan pihak swasta, dan pihak swasta dengan
individu. Untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-
hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Pengertian pemerintah memiliki banyak arti. Sebagian ahli
memberikan pengertian pemerintah dalam arti luas, yaitu pemerintah
berdasarkan apa tugas yang dilaksanakannya. Menurut Inu Kencana
Syafi’ie, di dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Pemerintahan
Indonesia bahwa secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata
“perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe-" menjadi kata “pemerintah” berarti badan
atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu
negara.

(3

2. Mendapat akhiran “an-“ menjadi kata “pemerintahan” berarti
perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan
memiliki legitimasi (Inu Kencana, 2011 : 3).

Berdasarkan pendapat tersebut, kata dasar pemerintahan adalah

perintah, memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung,
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kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah
memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
sehingga antara pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik
baik secara vertikal maupun horizontal.

Pemerintahan menurut Dharma Setyawan Salam dalam bukunya,
Manajemen Pemerintahan Indonesia adalah:

Sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi

menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang

diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun,
mengorganisasikan, menggerakan, dan mengarahkan segenap
upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka

mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. (Salam, 2008:34).

Berdasarkan pendapat diatas, serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya
sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan negara.
dalam arti luas, pemerintahan adalah segala kegiatan dan fungsi
penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga legislatif,
eksekutif dan yudikatif dalam mencapai tujuan negara. menurut, Utrech
yang dikutif oleh Dharma Satyawan Salam adalah :

Pemerintahan adalah gabungan dari semua kenegaraan yang
berkuasa memerintah (arti luas) yaitu semua badan kenegaraan yang
bertugas menyelenggarakan pemerintahan (Salam, 2008:36).

Karena itu pemerintahan berarti berupaya atau kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan kewenangan dalam bentuk
penataan, pengaturan, pengamanan dan perlindungan terhadap
masyarakat, penduduk dan seluruh rakyat dalam segala kehidupan baik

dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik.
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4. Manajemen Pemerintah

Manajemen publik tidak lain dari manajemen instansi pemerintah.
Overman (dalam Keban, 2011:23) mengemukakan bahwa manajemen
publik bukanlah “manajemen ilmiah”, meskipun sangat dipengaruhi oleh
“manajemen ilmiah”. Manajemen publik juga bukan “analisis
kebijakan”, bukan administrasi publik yang baru, atau kerangka yang
lebih baru. Manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara
orientasi “rational-instrumental” pada satu pihak, dan orientasi politik
kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi
interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi. la merupakan
gabungan  fungsi-fungsi  manajemen  seperti:  perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan dengan sumber daya manusia,
keuangan, fisik, informasi dan politik. Berdasarkan pandangan tersebut,
Ott, Hyde dan Shafritz (2008:xi) mengemukakan bahwa manajemen
publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang pemerintahan yang
tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya, dapat dikemukakan
bahwa kebijakan publik merefleksikan “sistem otak dan syaraf’ ,
sementara manajemen publik mempresentasikan “sistem jantung dan

sirkulasi” dalam tubuh manusia.

Pendekatan normatif melihat organisasi dan manajemen sebagai
suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Efektivitas dari
proses tersebut diukur dari apakah kegaitan-kegiatan organisasi
direncanakan, diorganisir, dikoordinasikan, dan dikontrol secara lebih
efsien. Organisasi Manajemen Normatif (OMN) sejak pembentukannya
lebih bersifat “profit oriented” atau “business oriented” dan karena itu
dianggap tidak cocok dengan ideologi pemerintahan dan administrasi
negara yang lebih beorientasi kepada “public service”. OMN tersebut
mendapat pengaruh yang kuat dari POSDCORB dan manajemen klasik.
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Namun demikian, hal ini tidak berarti OMN harus
dikesampingkan. dalam konteks tertentu dari “public service” itu, OMN
masih penting peranannya, misalnya dalam menangani pekerjaan BUMN
dan BUMD. Badan-badan tersebut lebih berorientasi pada upaya mencari
keuntungan buat daerah dalam rangka menunjang pembangunan di
daerah sehingga lebih cenderung berpegang kepada prinsip-prinsip
manajemen perusahaan. OMN organisasi manjemen normatif yang
sudah memanfaatkan kemajuan “science”, mutlak di perlukan.
Termasuk dalam pendekatan tersebut adalah beberapa fungsi yang sangat

bersifat universal, yang dapat diperinci sebagai berikut:
1. Planning

Suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus
dicapai pada kurun waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang
harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut
terdiri dari dua elemen, yaitu penetapan tujuan dan menentukan
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut. Fungsi ini menghasilkan dan mengintegrasikan tujuan,

strategi, dan kebijakan.

2.0rganizing
suatu proses pembagian kerja (division of labour) yang disertai
dengan pendelegasian wewenang. Organizing sangat bermanfaat
dalam memberikan informasi tentang garis kewenangan agar setiap
anggota dalam organisasi bisa mengetahui apa kepada siapa dia
memberi perintah dan dari siapa dia menerima perintah. Organizing
juga diperlukan untuk memperbaiki efisiensi kerja dan kualitas
pekerjaan melalui “synergism” yang baik dimana orang bekerja
bersama-sama akan meberikan output yang lebih besar daripada

bekerja secara sendiri-sendiri. Disamping itu, organizing juga dapat
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memperbaiki komunikasi. Suatu struktur organisasi yang jelas dapat
menggambarkan garis komunikasi antar anggota.

. Staffing

Suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam
jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam

organisasi.

. Coordinating

Suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatn dan terget/ tujuan dari
berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan
secara efisien. Tanpa kordinasi, individu-individu dan bagian-bagian
yang ada akan bekerja menuju arah yang berlainan dengan irama/
kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula, tanpa koordinasi,
masing-masing bekerja sesuai dengan kepentingannya masing-
masing dengan mengorbankan kepentingan organisasi Secara

keseluruhan.

. Motivating

Suatu proses pemberian dorongan kepada para anggota organisasi
agar mereka dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Proses
tersebut dapat dipahami melalui suatu mekanisme berikut: Kebutuhan
mempnegaruhi dorongan kerja, dan dorongan kerja mempengaruhi
pencapaian tujuan. Berdasarkan mekanisme tersebut, seorang manajer

harus memahami hakekat kebutuhan manusia dan dorongan kerjanya.

. Controlling

Suatu fungsi manajemen yang mencari kecocokan antara kegiatan-
kegiatan aktual dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Fungsi
tersebut sangat Dberkaitan dengan perencanaan yaitu merupakan

feedback bagi perencanaan pada masa yang akan datang.
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No Nama Juaul Hasil Penelitian Sumber
Peneliti Penelitian Referensi

1 | Herry Manajemen | Hasil penelitian ini menunjukan Jurnal
Suharyadi! | Pemerintaha | bahwa manajemen pemerintahan | Pemerintaha
Moh. Aji n dalam | dalam program unit reaksi cepat n
Insani? Program tambal jalan belum berjalan dengan | Tahun 2015

Unit Reaksi | optimal. Hal ini dikarenakan | ISSN 2442-
Cepat kurangnya  sosialisasi antara 5958
Tambal pemerintah dengan masyarakat E-ISSN
Jalan di Kota | yang ada di lingkungan kerja. 2540-8674
Bandung

2 | M. Fajar! Manajeman | Hasil penelitian ini  meunjukan |Jurnal Jurusan

Anugerah? | Pemerintahan| bahwa manajemen Pemerintahan lImu
Daerah Dalam| Daerah dalam ppengeleolaan lampu | Pemerintahan
Pelayanan | penegrangan jalan di  Kota | Fakultas [Imu
Publik (Study| Pekanbaru adalah belum optimalnya | Sosial dan
Pengelolaan | Manajemen Pemerintahan Daerah Politik
Lampu dalam pengelolaan lampu lampu | Universitas
Penerangan | penerangan jalan umum di Kota | Riau Kampus
Jalan di Kota | Pekanbaru disebabkan oleh | Bina Widya
Pekanbaru) | beberapa faktor yang | Tahun 2012
mempengaruhi, yaitu: sumber daya
manusias, partisipasi masyarakat
dan masalah kemacetan.

3 | Gabriela Implementasi | Hasil penelitian menunjukan bahwa Jurnal
Ribka Manajemen | Pemerintah Desa Sea memiliki |Program Studi
Benjamin® | Pemerintahan| peran yang signifikan karena dalam lImu
Johannis Desa Dalam | menjalankan pemerintahan di Desa | Pemrintahan
Kaawoan? |Pembangunan| Sea, pemerintah telah menjalankan FISIP
Agustinus | di Desa Sea | program-program sebagaimana| UNSRAT
Pati® Kecamatan | mestinya. Hal ini dilihat dari | Tahun 2014

Pineleng | program yang dilaksanakan oleh
Kabupaten | pemerintah sebelum proses
Minahasa | pembangunan dilakukan, dilakukan
terlebih dahulu musyawarah
bersama masyarakat tentang

pembangunan ke arah kebijakan
pembangiunan di Desas Sea, meski
terlihat beberapa kinerja pemerintah
yang membingungkan masyarakat.
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C.Definisi Operasional
Definisi operasional menyatakan bagaimana variabel atau
kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data-data atau indikator
yang menunjukkan konsep dalam penelitian yang dimaksud. Definisi
operasional adalah variabel manajemen pemerintahan yang diberikan
penjelasana terhadap arti/gambaran secara umumnya dan jelas.
Berikut ini merupakan Manajemen pemerintahan yang menjadi
indikator penelitian, dalam penelitian ini:
1. Planning
Planing adalah proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang
harus dicapai pada kurun waktu tertentu di masa mendatang dan apa
yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut
terdiri dari dua elemen, yaitu penetapan tujuan dan menentukan

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Organizing
Organizing adalah pembagian kerja (division of labour) yang disertali
dengan pendelegasian wewenang. Organizing sangat bermanfaat
dalam memberikan informasi tentang garis kewenangan agar setiap
anggota dalam organisasi bisa mengetahui apa kepada siapa dia
memberi perintah dan dari siapa dia menerima perintah.

3. Staffing
Staffing adalah proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik
dalam jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
dalam organisasi.

4. Directing
Directing adalah proses pengintegrasian kegiatan-kegiatn dan terget/
tujuan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat

mencapai tujuan secara efisien. Tanpa kordinasi, individu-individu
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dan bagian-bagian yang ada akan bekerja menuju arah yang berlainan
dengan irama/ kecepatan yang berbeda-beda.

5. Controlling
Controlling adalah manajemen yang mencari kecocokan antara
kegiatan-kegiatan  aktual dengan  kegiatan-kegiatan  yang

direncanakan.

D.Kerangka Konsep Penelitian
Berdasarkan definisi operasional di atas maka kerangka

konseptual penelitian ini adalah:
Gambar 2.1

Kerangka Konsep Penelitian

Manajemen
Pemerintahan

Planing Organizing Staffing Directing Controling

Pada gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa Penelitian ini terdiri dari
1 (satu) variabel yaitu dengan menggunakan Planing, Organizing,
Staffing, Directing dan Controling .



BAB Il
METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yakni Kantor Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya
2. Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan adalah + 2 (dua)

bulan.

B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian
deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri
baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan antara satu variabel dengan

variabel yang lain.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan aspek penelitian yang dapat
berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda dan tingkah laku yang
berfungsi sebagai sumber data.

Menurut Sugiyono (2009:90) bahwa ‘“populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kuantitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik

kesimpulannya.Sedangkan Riduwan dan Tita Lestari (2012:3)

25
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mengatakan bahwa Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik
atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.

Dari pengertian di atas, maka populasi yang di maksud dalam
penelitian ini yaitu Pegawai Analisis Manajemen Pemerintahan
Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 13 orang.

2. Sampel

Berdasarkan populasi tersebut kemudian ditentukan sampel
yang akan diteliti. Sampel Menurut Sugiyono (2009:91) adalah
“Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh
populasi tersebut”. Sampel dalam hal ini menunjukkan karakteristik
yang terwakili sehingga memiliki ciri, sifat dan bentuk yang
tercermin dari populasi.

Menurut Moh Nazir (2008:271) sebuah sampel adalah
bagian dari populasi. Survey sampel adalah suatu prosedur di mana
hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan di pergunakan
untuk menentukan sifat serta ciri yang di kehendaki dari populasi.

Dalam penelitian ini digunakan sampel jenuh. Menurut
Sugiyono (2011:93), Sampel Jenuh adalah teknik penentuan
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang.

D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data
primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah
penelitian survei. Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua
instrument penelitian yaitu Kuesioner dengan menggunakan Skala
Likert. Menurut Sugiyono (2009:107), Skala Likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok

orang tentang fenomena social dengan kategori sebagai berikut:
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1. SB : Sangat Baik Nilai Skor =5
2. B :Baik Nilai Skor =4
3. KB : Kurang Baik Nilai Skor =3
4. TB : Tidak Baik Nilai Skor =2
5. STB: Sangat Tidak Baik Nilai Skor =1

E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Nazir (2009:174), pengumpulan data tidak lain dari
suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, teknik yang di pakai

penulis adalah:

1. Kepustakaan adalah suatu penelitian secara sistematis dalam
mendukung penulisan dengan menggunakan teori-teori/referensi
yang ada kaitannya dengan pembahasan ini guna memperoleh
tulisan yang ilmiah.

2. Observasi (Pengamatan) adalah cara pengumpulan data dengan
pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti dengan tujuan
untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan jelas, terutama
gejala-gejala yang di lihat dalam penelitian.

3. Kuesioner/Angket adalah seperangkat pertanyaan yang disiapkan
oleh penulis dengan alternatif jawaban yang tersedia, kemudian
para responden mengisi atau menjawab sejumlah jawaban yang

tersedia sesuai dengan apa yang diketahuinya.

F. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan
analisis skor pada skala ordinal. Dalam menentukan kategori
jawaban responden di gunakan jumlah skor ideal (maksimum) serta

jumlah skor terendah.
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- Jumlah skor ideal =5 x Jumlah responden
=5x13
=65

- Jumlah skor rendah =1x13
=13

Berdasarkan Jumlah Skor ideal (65) dan jumlah skor rendah (13)
maka tabel interprestasi skor sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nilai interpretasi skor:

No Interval Jumlah Skor Predikat

1 52 < Jumlah skor <65 Sangat baik

2 39 < Jumlah skor <52 Baik

3 26 < Jumlah skor <39 Kurang baik

4 13 < Jumlah skor <26 Tidak baik

5 0 <Jumlah skor < 13 Sangat tidak baik
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BAB IV
HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Distrik Napua

Distrik Napua adalah salah satu distrik pemekaran baru yang
berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pembentukan Distrik Napua di Kabupaten
Jayawijaya. Seiring dengan adanya perubahan paradigma pemerintahan
dari pemerintahan yang sentralistik kepada sistem pemerintahan yang
desentralistik sangat mempengaruhi sistem pemerintahan daerah salah
satu dampaknya adalah munculnya pemekaran wilayah. Distrik Napua
sebelum dimekarkan merupakan Kampung Napua yang berada dalam
wilayah Distrik Wamena. Dengan melihat jumlah penduduk yang cukup
tinggi serta luas wilayah yang cukup, maka dibentuk Distrik baru yaitu

Distrik Napua, guna memperpendek rentang kendali pemerintahan.

B. Gambaran Umum Distrik Napua
1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Distrik Napua
Distrik Napua terletak di sebelah timur kota Wamena dengan

jarak tempuh 10 menit dari Kota Wamena dengan menggunakan
kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Distrik Napua memiliki
luas wilayah sebesar 249,31 Km?, dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Walae

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Wamena

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Walesi

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Pelebaga

29
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2. Bagan Struktur Pegawai Distrik Napua dan Keadaan Penduduk

di bawah ini.

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya

KEPALA DISTRIK
HANTOR MATUAN S.IP

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Bagan struktur organisasi Distrik dapat dilihat pada gambar 4.1

SEKRETARIS DISTRIK
WELMINA KOGOYA S.Sos

KASUBAG PERENCANAAN
JEMI BONAI

KASUBAG KEUANGAN

SAUL IKINIA

KASUBAG UMUM
ATIE ASSO

KASI
PEMERINTAHAN

ALEKSANDER MATUAN

KASI TANTIBMAS

YANCE GWIJANGGE

KASI PELAYANAN
MASYARAKAT
SIMON MATUAN

KASI PEMBERDAYAAN
MASARAKAT
SALOME HILAPOK

Sumber : Sekretariat Kantor Distrik Napua, Tahun 2020

a. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Distrik

Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Jayawijaya dikatakan bahwa distrik merupakan perangkat

daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Distrik

dan Kepala Distrik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Distrik mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan

urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada

masyarakat yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan
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peraturan  perundang-undangan, Kepala  Distrik  juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat distrik;

f) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau
kelurahan;

g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan kampung atau kelurahan;

h) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan
rumah tangga Distrik;

1) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang
meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,
pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta
kewenangan lain yang dilimpahkan.

1. Kepala Distrik

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan
mengendalikan ~ penyelenggaraan  tugas  pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai

pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.
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2. Sekretariat
Mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
operasional dan administratif kepada seluruh satuan organisasi
dalam lingkungan Distrik. Untuk menyelenggarakan tugas
pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Pelayanan teknis administratif umum di lingkungan Distrik;

b) Pelaksanaan penyelenggaraan dan persiapan penyusunan
anggaran;

c) Penyusunan rencana kegiatan tahunan Distrik;

d) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan dokumentasi serta informasi
pembangunan;

e) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana;

f) Penyelenggaraan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan
dan protokol,

g) Penyelenggara terciptanya tertib administrasi, tertib
organisasi dan tertib hukum;

h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat,
kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, protokol
dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas
pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta perjalanan
dinas;

b) Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan
inventarisasi;

c) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
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d) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan
pemeliharaan;

e) Pelaksanaan penyiapan bahan rencana administrasi
kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan diklat pegawai di
lingkungan Distrik;

f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok untuk mempersiapkan bahan
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Distrik,
pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus
perbendaharaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas
pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a) Penyiapan anggaran pendapatan dan belanja Distrik;

b) Pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
serta pengurusan perbendaharaan keuangan;

c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan
rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan
organisasi dan tata laksana Distrik. Untuk menyelenggarakan
tugas pokok tersebut, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan rencana dan program;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

c) Pembinaan organisasi dan tata laksana Distrik;

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan

. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan,
pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kampung dan/atau

Kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala
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Kampung dan/atau Lurah, perangkat Kampung dan/atau

Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan

Kampung dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan,

supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi

Kampung dan/atau Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik;

b) Pelaksanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
Kampung dan/atau Kelurahan;

c) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan;

d) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi Kampung dan/atau Kelurahan;

e) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
Kampung dan/atau Kelurahan;

f) Pelaksanaan  evaluasi  penyelengaraan  pemerintahan
Kampung dan/atau Kelurahan;

g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala
Kampung dan/atau Lurah;

h) Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan
di tingkat Distrik;

1) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan
Badan Permusyawaratan Kampung;

j) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan
Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung di
wilayah kerjanya;

K) Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Kampung dan
penyelesaian perselisihan antar Kampung;

I) Fasilitasi penataan Kampung/Kelurahan;
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m) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kampung;

n) Penyelenggaraan  lomba/penilaian  Kampung/Kelurahan
Tingkat Distrik;

0) Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah
lainnya yang ada diwilayah kerjanya;

p) Peberian pertimbangan pengangkatan kepala Kelurahan;

q) Pelaksanaan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB);

r) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Mempunyai  tugas  melaksanakan  perencanaan

pembangunan lingkup Distrik dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di

Kampung/Kelurahan dan Distrik, pembinaan dan pengawasan

terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta

yang melaksanakan program kegiatan = pemberdayaan

masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, fasilitasi kegiatan

organisasi sosial/lkemasyarakatan dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), pembinaan lembaga adat serta pembinaan

dan pengawasan kegiatan program pendidikan, kelompok

organisasi dan pelayanan kesehatan. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi:

a) Mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
lingkup Distrik dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di Kampung/Kelurahan dan Distrik;

b) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa /

Kelurahan dan Distrik;
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c) Pelaksanaan  pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang
melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;

d) Pemfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan
lembaga swadaya;

e) Pelaksanaan pembinaan lembaga adat;

f) Penanggulangan masalah sosial;

g) Pelaksanaan  pembinaan dan pengawasan program
pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan,
kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan
masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;

h) Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;

i) Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan
pelayanan kesehatan;

J) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum
yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan Pemerintahan Kampung atau Kelurahan serta
melaksanakan koordinasi dengan SKPD, instansi vertikal dan
swasta dalam melaksanakan pemeliharaan sarana-prasarana dan
fasilitas umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut,

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di Distrik;

b) Pelaksanaan  pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kampung dan/atau kelurahan;
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c) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD, instansi vertikal, dan
swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana-prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;

d) Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu
kepada masyarakat;

e) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan
perijinan kepada masyarakat;

f) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan
pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum serta penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-
undangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau TNI
mengenai  program dan  kegiatan  penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Distrik;

b) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama dan kepala
suku yang berada diwilayah kerja Distrik untuk mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah
Distrik;

c) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah Distrik;

d) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan
fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

e) Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kkesatuan

bangsa;
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f) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat
beragama;
g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada
dibawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Distrik.
Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.

2) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Distrik Napua tercatat sebanyak 2.974

Jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk berdasarkan umur pada Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Umur

No Umur Jumlah (Jiwa) | Persentase (%0)
1 0 —20 Tahun 1067 35,88
2 21— 40 Tahun 994 33,42
3 41 - 60 Tahun 697 23,44
4 > 61 Tahun 216 7,26
Total 2.974 100

Dari tabet di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk
yang berumur antara 0-20 tahun sebanyak 1067 jiwa dengan
persentase 35,88%, yang berumur antara 21-40 tahun sebanyak
994 jiwa dengan persentase 33,42%, berumur antara 41-60 tahun
sebanyak 697 jiwa dengan presentase 23,44%, dan yang berumur

> 60 tahun sebanyak 216 jiwa dengan prsentase 7,26%.
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b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada Distrik
Napua Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) | Persentase (%)
1 | Laki-laki 1.202 40,42
2 | Perempuan 1.772 59,58
Total 2.974 100

Sumber : Kantor Distrik Napua, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa
jumlah penduduk Distrik Napua 40,42% adalah laki-laki
sedangkan sisanya sebesar 59,58% adalah penduduk yang
berjenis kelamin perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa
jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar
dibandingkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

c. Jumlah Penduduk Tiap Kampung

Adapun distribusi penduduk tiap kampung pada Distrik
Napua setelah adanya pemekaran kampung dan distrik, dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk tiap Kampung
No | Nama Kampung Jumlah Porsentase
1 Napua 432 14,53
2 Okilik 300 10,09
3 Lani Matuan 310 10,42
4 Holima 328 11,03
5 Wilekama 325 10,93
6 Yelekama 259 8,71
7 Healekma 315 10,59
8 Sapalek 330 11,01
9 Yomaima 375 12,61
JUMLAH 2.974 100

Sumber : Kantor Distrik Napua, Tahun 2020
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bawah distribusi
penduduk pada tiap kampung di Distrik Napua dapat dikatakan
cukup merata meskipun jumlah penduduk tiap kampung masih

sangat rendah.

. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut pada
Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
No Agama Jumlah (jiwa) | Persentase (%0)
1. | Katolik 1.298 43,64
2. | Protestan 1.656 55,68
3. | Islam 20 0,67
4. | Budha 0 0
5. | Hindu 0 0

Total 2.974 100

Sumber : Kantor Distrik Napua Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa sebagian
besar penduduk di Distrik Napua beragama Kristen Katolik
yaitu sebanyak 43,64% sedangkan agama Kristen Protestan
55,68%, dan 0,67 % beragama Islam.

3. Keadaan Responden

a) Keadaan Responden Berdasrkan Usia

Berikut dapat dilihat keadaan pegawai Distrik Napua

berdasarkan usia.

Tabel 4.5
Keadaan Pegawai Distrik Napua Berdasarkan Usia
N Pangkat/Golongan Jumlah (Jiwa) | Persentase (%)
1. | 20-30 Tahun 3 23,08
2. | 31- 45Tahun 9 69,23
3. | 46-61 Tahun 1 7,69
Total 13 100

Sumber : Kantor Distrik Napua, Tahun 2020



53

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa
pegawai yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 3 orang (23,08%),
sedangkan pegawai yang berusia 31-45 lebih dominan sebanyak
69,23%. dan yang berusia 46-61 sebanyak 7,69%
b) Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berikut dapat dilihat keadaan responden berdasarkan jenis

kelamin:
Tabel 4.6
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%0)
1 | Laki-laki 11 84,62
2 | Perempuan 2 15,34
Total 13 100

Sumber : Kantor Distrik Napua, Tahun 2020
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah
responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang dengan
persentase 84,62%, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2
orang dengan persentase 15,34%.
¢) Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat atau jenjang pendidikan sangat mempengaruhi Kinerja
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun
keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah (Jiwa) | Persentase (%)
1. | SARJANAJSI 5 38,46
2. |SMA 6 46,15
3. |[SMP 2 15,39
Total 13 100

Sumber : Kantor Distrik Napua, Tahun 2020
Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat dilihat bahwa
jumlah responden yang menamatkan pendidikan sampai ke jenjang

perguruan tinggi sebanyak 5 orang (38,46%), sedangkan yang
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menamatkan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Umum 6 orang
sebanyak 46,15% dan sisanya adalah pegawai yang menamatkan
pendidikan sampai dengan jenjang sekolah menengah pertama
sebanyak 15,39%.

d) Keadaan Responden Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Berikut dapat dilihat keadaan responden berdasarkan pangkat
dan golongan.

Tabel 4.8
Keadaan Pegawai Distrik Napua Berdasarkan
Pangkat/Golongan

No Pangkat/Golongan Jumlah (Jiwa) | Persentase (%)
1. | Golongan IlI 2 15,38
2. | Golongan Il 11 84,62
3. | Golongan | - -
Total 13 100

Sumber : Kantor Distrik Napua, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa
responden yang bergolongan Il sebanyak 2 orang sebesar (15,38%)
yaitu Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik, sedangkan pegawai yang

bergolongan Il lebih dominan sebanyak 84,62%.

e) Keadaan Responden Berdasarkan Agama
Berikut keadaan responden berdasarkan agama yang di

anutnya:
Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Jumlah (orang) Persentase (%0)
1. | Katolik 8 61,54

2. | Protestan 3 23,08

3. | Islam 2 15,38

4. | Budha - -

5. | Hindu - -

Total 13 100

Sumber : Kantor Distrik Napua Tahun 2020
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Bedasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang
beragama kristen katolik sebanyak 8 orang dengan presentase 61,54%,
dan yang beragama Kristen Protestan seabanyak 3 orang dengan
perssentase 23,08% dan yang beragama islam sebanyak 2 orang dengan
persentase 15,38%.

C. Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban hasil penelitian maka pengolahan
data ini dalam bentuk analisis skor dan kemudian diberikan predikat
jawaban yang akan diinterpretasikan kedalam bentuk kalimat.

Untuk mengetahui Analisis Manajemen Pemerintahan Distrik
Napua Kabupaten Jayawijaya, peneliti membagikan kuisioner Aparatur
Distrik dengan variabel Manajemen Pemerintahan dengan indikator
sebagai berikut: Planing, Organizing, Staffing, Directing dan
Controling.
1. Variabel Manajemen Pemerintahan

a) Indikator Plening
1. Proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus
dicapai

Tabel 4.10
Tanggapan Responden tentang Proses pengambilan
keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 5 25

2 Baik 4 5 20

3 Kurang Baik 3 3 9

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 54

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020
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Berdasarkan pada tabel 4.10 jumlah responden yang menjawab
tentang proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus
dicapai dengan kategori sangat baik sebanyak 5 orang dengan nilai
skor 25, menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 20,
menjawab kurang baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 9,
menjawab tidak baik O orang, dan menjawab sangat tidak baik O
orang. Dengan jumlah nilai skor 54.

2. Waktu tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut

Tabel 4.11
Tanggapan Responden tentang Waktu tertentu yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 3 15

2 Baik 4 4 16

3 Kurang Baik 3 6 18

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 49

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.11 jumlah responden yang menjawab
tentang waktu tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
dengan kategori sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15,
menjawab baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor 16, menjawab
kurang baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 18, menjawab tidak
baik 0 orang, dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah

nilai skor 49.
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3. Penetapan tujuan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus

dilakukan

Tabel 4.12

Tanggapan Responden tentang Penetapan tujuan dan
menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 2 10

2 Baik 4 6 24

3 Kurang Baik 3 3 9

4 Tidak Baik 2 2 4

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 47

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.12 jumlah responden yang menjawab

tentang penetapan tujuan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang

harus dilakukan dengan kategori sangat baik sebanyak 2 orang dengan

nilai skor 10, menjawab baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 24,

menjawab kurang baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 9,

menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 4, dan

menjawab sangat tidak baik O orang. Dengan jumlah nilai skor 47.

b) Indikator Organizing

1. Proses pembagian kerja (division of labour) yang disertai dengan

pendelegasian wewenang

Tabel 4.13

Tanggapan Responden tentang Proses pembagian kerja
(division of labour) yang disertai dengan pendelegasian

wewenang

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 3 15

2 Baik 4 4 16

3 Kurang Baik 3 3 9

4 Tidak Baik 2 3 6

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 46

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020
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Berdasarkan pada tabel 4.13 jumlah responden yang menjawab
tentang tugas pembagian kerja yang disertai dengan pendelegasian
wewenang dengan kategori sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai
skor 15, menjawab baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor 16,
menjawab kurang baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 9,
menjawab tidak baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 6, dan

menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah nilai skor 46.

2. Memberikan informasi tentang garis kewenangan agar setiap
anggota dalam organisasi

Tabel 4.14
Tanggapan Responden tentang Memberikan informasi
tentang garis kewenangan agar setiap anggota dalam

organisasi
No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor
1 Sangat Baik 5 5 25
2 Baik 4 3 12
3 Kurang Baik 3 3 9
4 Tidak Baik 2 2 4
5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 50

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.14 jumlah responden yang menjawab
tentang memberikan informasi tentang garis kewenangan agar setiap
anggota dalam organisasi tahu dengan kategori sangat baik sebanyak
5 orang dengan nilai skor 25, menjawab baik sebanyak 3 orang dengan
nilai skor 12, menjawab kurang baik sebanyak 3 orang dengan nilai
skor 9, menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 4,

dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah nilai skor 50.
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3. Memberi perintah dan dari siapa dia menerima perintah

Tabel 4.15

Tanggapan Responden tentang Memberi perintah dan dari
siapa dia menerima perintah

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 3 15

2 Baik 4 5 20

3 Kurang Baik 3 5 15

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 50

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.15 jumlah responden yang menjawab

tentang memberi perintah dan dari siapa dia menerima peritah dengan

kategori sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15, menjawab

baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 20, menjawab kurang baik

sebanyak 5 orang dengan nilai skor 15, menjawab tidak baik 0 orang,

dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah nilai skor 50.

¢) Indikator Staffing
1. Proses untuk memperoleh tenaga yang tepat

Tabel 4.16

Tanggapan Responden tentang Proses untuk memperoleh
tenaga yang tepat

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 2 10

2 Baik 4 6 24

3 Kurang Baik 3 5 15

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 49

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.16 jumlah responden yang menjawab

tentang proses untuk mendapatkan tenaga yang tepat dengan kategori
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sangat baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 10, menjawab baik

sebanyak 6 orang dengan nilai skor 24, menjawab kurang baik

sebanyak 5 orang dengan nilai skor 15, menjawab tidak baik 0 orang,

dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah nilai skor 49.
2. Dalam jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan

Tabel 4.17
Tanggapan Responden tentang Dalam jumlah maupun
kualitas sesuai dengan kebutuhan

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 3 15

2 Baik 4 5 20

3 Kurang Baik 3 5 15

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 50

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.17 jumlah responden yang menjawab

tentang jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan dengan
kategori sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15, menjawab
baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 20, menjawab kurang baik
sebanyak 5 orang dengan nilai skor 15, menjawab tidak baik 0 orang,
dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah nilai skor 50.
3. Pekerjaan dalam organisasi sesuai dengan ketentuan.
Tabel 4.18

Tanggapan Responden tentang Pekerjaan dalam organisasi
sesuai dengan ketentuan

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 2 10

2 Baik 4 3 12

3 Kurang Baik 3 5 15

4 Tidak Baik 2 3 6

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 43

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020
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Berdasarkan pada tabel 4.18 jumlah responden yang menjawab
tentang pekerjaan sesuai dengan ketentuan dengan kategori sangat
baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 10, menjawab baik sebanyak
3 orang dengan nilai skor 12, menjawab kurang baik sebanyak 5 orang
dengan nilai skor 15, menjawab tidak baik sebanyak 3 orangdengan
nilai skor 6, dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah

nilai skor 43.

d) Indikator Directing
1. Proses pengintegrasian kegiatan-kegiatn dan terget/ tujuan

Tabel 4.19
Tanggapan Responden tentang Proses pengintegrasian
kegiatan-kegiatn dan terget/ tujuan

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 2 10

2 Baik 4 6 24

3 Kurang Baik 3 5 15

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 49

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.19 jumlah responden yang menjawab
tentang preses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target/tujuan
dengan kategori sangat baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 10,
menjawab baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 24, menjawab
kurang baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 15, menjawab tidak
baik 0 orang, dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah

nilai skor 49.
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2. Berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai

tujuan secara efisien

Tabel 4.20

Tanggapan Responden tentang Berbagai unit kerja dari
suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 3 15

2 Baik 4 3 12

3 Kurang Baik 3 7 21

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 48

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.20 jumlah responden yang menjawab

tentang berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai

tujuan secara efisien dengan kategori sangat baik sebanyak 3 orang

dengan nilai skor 15, menjawab baik sebanyak 3 orang dengan nilai

skor 12, menjawab kurang baik sebanyak 7 orang dengan nilai skor

21, menjawab tidak baik 0 orang, dan menjawab sangat tidak baik 0

orang. Dengan jumlah nilai skor 48.

3. Individu-individu dan bagian-bagian yang ada akan bekerja

menuju arah yang berlainan dengan irama/ kecepatan yang

berbeda-beda

Tabel 421

Tanggapan Responden tentang Individu-individu dan
bagian-bagian yang ada akan bekerja menuju arah yang
berlainan dengan irama/ kecepatan yang berbeda-beda

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 2 10

2 Baik 4 5 20

3 Kurang Baik 3 6 18

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 48

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020
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Berdasarkan pada tabel 4.21 jumlah responden yang menjawab
tentang individu dan bagian-bagian yang ada akan bekerja menuju
arah yang berlainan dengan irama dan kecepatan yang berbeda-beda
dengan kategori sangat baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 10,
menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 20, menjawab
kurang baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 18, menjawab tidak
baik 0 orang, dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah

nilai skor 48.

e) Indikator Controling
1. Proses pemberian dorongan kepada para anggota organisasi
agar mereka dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi

Tabel 4.22
Tanggapan Responden tentang Proses pemberian dorongan
kepada para anggota organisasi agar mereka dapat bekerja
sesuai dengan tujuan organisasi

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 3 15

2 Baik 4 5 20

3 Kurang Baik 3 5 15

4 Tidak Baik 2 - -

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 50

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.22 jumlah responden yang menjawab
tentang proses pemberian dorongan kepada para anggota organisasi
agar mereka dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi dengan
kategori sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15, menjawab
baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 20, menjawab kurang baik
sebanyak 5 orang dengan nilai skor 15, menjawab tidak baik O orang,

dan menjawab sangat tidak baik 0 orang. Dengan jumlah nilai skor 50.



2. Kebutuhan mempengaruhi dorongan kerja

Tabel 4.23
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Tanggapan Responden tentang Kebutuhan mempengarubhi
dorongan kerja

No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor

1 Sangat Baik 5 3 15

2 Baik 4 6 24

3 Kurang Baik 3 2 6

4 Tidak Baik 2 2 4

5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 49

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.23 jumlah responden yang menjawab

tentang kebutuhan mempengaruhi dorongan kerja dengan kategori

sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15, menjawab baik

sebanyak 6 orang dengan nilai skor 24, menjawab kurang baik

sebanyak 2 orang dengan nilai skor 6, menjawab tidak baik sebanyak

2 orang dengan nilai skor 4, dan menjawab sangat tidak baik O orang.

Dengan jumlah nilai skor 50.

3. Seorang manajer harus memahami hakekat kebutuhan manusia

dan dorongan kerjanya

Tabel 4.24

Tanggapan Responden tentang Seorang manajer harus
memahami hakekat kebutuhan manusia dan dorongan

kerjanya
No | Kategori Jawaban Skor Frekuensi | Nilai Skor
1 Sangat Baik 5 2 10
2 Baik 4 6 24
3 Kurang Baik 3 5 15
4 Tidak Baik 2 - -
5 Sangat Tidak baik 1 - -
Jumlah 13 49

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020
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Berdasarkan pada tabel 4.24 jumlah responden yang menjawab
tentang seorang manejer harus memahami hakekat kebutuan manusia
dan dorongan kerjanya dengan kategori sangat baik sebanyak 2 orang
dengan nilai skor 10, menjawab baik sebanyak 6 orang dengan nilai
skor 24, menjawab kurang baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor
15, menjawab tidak baik 0 orang, dan menjawab sangat tidak baik O

orang. Dengan jumlah nilai skor 49.

D.PEMBAHASAN
Untuk mengetahui Analisis Manajemen Pemerintahan Distrik
Napua Kabupaten Jayawijaya, peneliti melakukan pembahasan per
indikator sebagai berikut: Planing, Organizing, Staffing, Directing dan
Controling dan setelah itu di bahas bedasarkan variabel Manajemen
Pemerintahan Distrik Napua.

1. Indikator Plening

Tabel 4.25
Rata-Rata Persentase Indikator Plening
. Nilai .
No Uraian skor Predikat
1 | Proses pengambilan keputusan tentang 54 Sangat

apa tujuan yang harus dicapai Baik

2 | Waktu tertentu yang harus dilakukan .
L0 49 Baik
untuk mencapai tujuan tersebut

3 | Penetapan tujuan dan menentukan

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan 47 Baik

Jumlah rata-rata 50 Baik

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran
daftar pertanyaan Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya mengenai Plening Proses pengambilan
keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai dengan nilai skor 54,
Waktu tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut

dengan nilai skor 49, Penetapan tujuan dan menentukan kegiatan-
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kegiatan yang harus dilakukan dengan nilai skor 47. Maka angka-
angka pada pembahasan tersebut menunjukan bahwa Indikator

Plening mendapat nilai rata-rata 50 Baik.

. Indikator Organizing

Tabel 4.26
Rata-Rata Persentase Indikator Organizing
No Uraian Nilai Predikat
skor

1 | Proses pembagian kerja (division of
labour) yang disertai  dengan 46 Baik
pendelegasian wewenang

2 | Memberikan informasi tentang garis

kewenangan agar setiap anggota dalam 50 Baik
organisasi
3 I\/Iemb_erl perl_ntah dan dari siapa dia 50 Baik
menerima perintah
Jumlah rata-rata 48,66 Baik

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran
daftar pertanyaan Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya mengenai organizing Proses pembagian kerja
(division of labour) yang disertai dengan pendelegasian wewenang
dengan nilai skor 46, Memberikan informasi tentang garis
kewenangan agar setiap anggota dalam organisasi dengan nilai skor
50, Memberi perintah dan dari siapa dia menerima perintah dengan
nilai skor 50. Maka angka-angka pada pembahasan tersebut
menunjukan bahwa Indikator Plening mendapat nilai rata-rata 48,66
Baik.
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Tabel 4.27
Rata-Rata Persentase Indikator Staffing
: Nilai :

No Uraian skor Predikat
1 | Proses untuk memperoleh tenaga yang 49 Baik

tepat
2 | Dalam jumlah maupun kualitas sesuai 50 Baik

dengan kebutuhan
3 | Pekerjaan dalam organisasi sesuai 43 Baik

dengan ketentuan.

Jumlah rata-rata 47,33 Baik

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran

daftar pertanyaan Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Distrik Napua

Kabupaten Jayawijaya mengenai Staffing Proses untuk memperoleh

tenaga yang tepat dengan nilai skor 49, Dalam jumlah maupun

kualitas sesuai dengan kebutuhan dengan nilai skor 50, Pekerjaan

dalam organisasi sesuai dengan ketentuan dengan nilai skor 43. Maka

angka-angka pada pembahasan tersebut menunjukan bahwa Indikator

Staffing mendapat nilai rata-rata 47,33 Baik.

4. Indikator Directing

Tabel 4.28
Rata-Rata Persentase Indikator Directing
No Uraian Nilai Predikat
skor
1 | Proses  pengintegrasian kegiatan- 49 Baik
kegiatn dan terget/ tujuan
2 | Berbagai unit kerja dari suatu
organisasi agar dapat mencapai tujuan 48 Baik
secara efisien
3 | Individu-individu dan bagian-bagian
yang ada akan bekerja menuju arah :
. ) 48 Baik
yang berlainan  dengan irama/
kecepatan yang berbeda-beda
Jumlah rata-rata 48,33 Baik

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020
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Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran
daftar pertanyaan Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya mengenai directing Proses pengintegrasian
kegiatan-kegiatn dan terget/ tujuan dengan nilai skor 49, Berbagai
unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara
efisien dengan nilai skor 48, Individu-individu dan bagian-bagian
yang ada akan bekerja menuju arah yang berlainan dengan irama/
kecepatan yang berbeda-beda dengan nilai skor 48. Maka angka-
angka pada pembahasan tersebut menunjukan bahwa Indikator
Staffing mendapat nilai rata-rata 48,33 Baik.

. Indikator Controling

Tabel 4.29
Rata-Rata Persentase Indikator controling
No Uraian Is\lll:)arl Predikat
1 | Proses pemberian dorongan kepada
para anggota organisasi agar mereka .
. . ) 50 Baik
dapat bekerja sesuai dengan tujuan
organisasi
2 Keputuhan mempengaruhi dorongan 49 Baik
kerja
3 | Seorang manajer harus memahami
hakekat kebutuhan manusia dan 49 Baik
dorongan kerjanya
Jumlah rata-rata 49,33 Baik

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran
daftar pertanyaan Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya mengenai controling Proses pemberian
dorongan kepada para anggota organisasi agar mereka dapat bekerja
sesuai dengan tujuan organisasi dengan nilai skor 50, Kebutuhan
mempengaruhi dorongan kerja dengan nilai skor 49, Seorang manajer
harus memahami hakekat kebutuhan manusia dan dorongan kerjanya

dengan nilai skor 49. Maka angka-angka pada pembahasan tersebut
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menunjukan bahwa Indikator controling mendapat nilai rata-rata
49,33 Baik.

6. Rekapitulasi Variabel Manajemen Pemerintahan Distrik
Napua Kabupaten Jayawijaya
Untuk mengetahui Analisis Manajemen Pemerintahan
Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya dapat di lihat dalam tabel di
bawabh ini.

Tabel 4.30
Rekapitulasi Rata-Rata Persentase Variabel Manajemen

Pemerintahan Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya

No Uraian Nilai Predikat
skor

1 | Indikator Planing 50 Baik
2 | Indikator Organizing 48,66 Baik
3 | Indikator Staffing 47,33 Baik
4 | Indikator Directing 48,33 Baik
5 | Indikator Controling 49,33 Baik
Jumlah rata-rata 48,75 Baik

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran
daftar pertanyaan Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya mengenai variabel manajemen pemerintahan
distrik napua. Indikator plening dengan predikat 50, Indikator
organizing dengan predikat 48,66, Indikator staffing dengan predikat
47,33, Indikator directing dengan predikat 48,33 dan Indikator
controling dengan predikat 49,33. Maka rekapitulasi rata-rata
persentase variable Manajemen Pemerintahan Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya di atas mendapatkan nilai skor 48,75 dengan
Predikat Baik.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar
pertanyaan Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Distrik Napua Kabupaten
Jayawijaya mengenai variabel manajemen pemerintahan distrik napua.
Indikator plening dengan predikat 50, Indikator organizing dengan
predikat 48,66, Indikator staffing dengan predikat 47,33, Indikator
directing dengan predikat 48,33 dan Indikator controling dengan predikat
49,33. Maka rekapitulasi rata-rata persentase variable Manajemen
Pemerintahan Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya di atas mendapatkan
nilai skor 48,75 dengan Predikat Baik.

B. Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas berikut ini akan
diberikan saran yakni:

1. Perlu di tingkatkan koordinasi masalah penyelesaian pekerjaan antara
sesama pegawai yang ada sehingga para pegawai yang ada dapat
menyelesaikan pejerjaan sesuai dengan TUPOKSI nya masing-
masing.

2. Peningkatan kemampuan pegawai Distrik Napua dalam hal
berkomunikasi sehingga di dalam menyelesaikan pekerjaan dapat
berjalan dengan baik.

3. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan atau budayaan lokal yang sering

terbawa dalam pelaksanaan tugas di kantor.

4. Perlunya pemberian motivasi dari Kepala Distrik terhadap

pegawainya terhadap kinerja.
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Lampiran 1

A. IDENTITAS RESPONDEN

. Jenis Kelamin

. Pendidikan

INSTRUMEN PENELITIAN

Golongan

Agama

PETUNJUK PENGISIAN
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. Umur L

Berilah tanda check list/centang (V) pada kolom yang telah tersedia sesuai
dengan jawaban Anda. Penilaian dilakukan berdasarkan skala berikut:, ,

, Dan

No Pernyataan Skor

1 | Sangat Baik (SB) 5

2 | Baik (B) 4

3 | Kurang Baik (KB) 3

4 | Tidak Baik (TB) 2

5 | Sangat Tidak Baik (STB) 1
C. DAFTAR PERNYATAAN

1. Plening

SKALA

NO PERNYATAAN SB KB | TBSTB

Proses pengambilan keputusan tentang
apa tujuan yang harus dicapai .
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5 Waktu tertentu yang harus dilakukan
untuk mencapai tujuan tersebut
3 Penetapan tujuan dan menentukan
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan
2. Organizing
SKALA
NO PERNYATAAN SB KB [TBSTB
Proses pembagian kerja (division of
1 | labour) yang disertai dengan
pendelegasian wewenang
Memberikan informasi tentang garis
2 | kewenangan agar setiap anggota dalam
organisasi
3 Memberi perintah dan dari siapa dia
menerima perintah
3. Staffing
SKALA
NO PERNYATAAN SB KB | TB | STB
1 Proses untuk memperoleh tenaga yang
tepat
5 Dalam jumlah maupun kualitas sesuai
dengan kebutuhan
3 Pekerjaan dalam organisasi sesuai dengan
ketentuan.
4. Directing
SKALA
NO PERNYATAAN SB KB | TB | STB
1 Proses pengintegrasian kegiatan-kegiatn
dan terget/ tujuan
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Berbagai unit kerja dari suatu organisasi

2 agar dapat mencapai tujuan secara efisien

Individu-individu dan bagian-bagian yang
3 ada akan Dbekerja menuju arah yang

berlainan dengan irama/ kecepatan yang

berbeda-beda

5. Controling
SKALA

NO PERNYATAAN SB KB | TBSTB

Proses pemberian dorongan kepada para
1 |anggota organisasi agar mereka dapat

bekerja sesuai dengan tujuan organisasi
5 Kebutuhan mempengaruhi  dorongan

kerja

Seorang manajer harus memahami
3 | hakekat kebutuhan manusia dan dorongan

kerjanya

==== Obelamat Mengisi ===




